Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga
perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pelayanan kepelabuhan yang
disediakan Pemerintah Daerah merupakan pelayanan
yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah  Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

1.
2.

Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



10.

11.

12.

13.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim.

Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau
memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan
kapal.

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat
tradisional dan  mempunyai  karakteristik  tersendiri = untuk
melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar,
kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera
Indonesia dengan ukuran tertentu.

Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-
trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau
wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena
belum memberikan manfaat komersial.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau
barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan
intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik
atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan
tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat
menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat
barang.

Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah
wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus
yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp
adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan
pelabuhan.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan
Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan
pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan
untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik
atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas
lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas umum lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa sandar;
b. jasa labuh;
c. jasa tambat;
d. jasa pelabuhan, yang meliputi:
1. jasa tanda masuk pelabuhan; dan
2. jasa pemeliharaan dermaga;
jasa penumpukan barang;
jasa pelayanan kegiatan bongkar muat barang;
jasa pelayanan air bersih;

. jasa pelayanan listrik; dan

. jasa kenavigasian.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

BT ot o

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud poada ayat (1) merupakan
Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi,
isi/volume, waktu, panjang, ruang dan jenis sarana yang mendapat
pelayanan jasa kepelabuhanan.



(1)

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan kepelabuhanan dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan
ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya yang telah maupun yang
harus dikeluarkan meliputi:

a. biaya pengadaan;

b. biaya perawatan/pemeliharaan;
c. biaya kebersihan;

d. biaya penyusutan; dan

e. biaya pembinaan.

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai
berikut:

JENIS TARIF JASA PELABUHAN SATUAN TARIF (Rp.)
1 2 3
1. |Jasa Sandar
a. Dermaga beton jembatan bergerak | Per GT per call 110
b. Dermaga Beton - -
c. Jembatan kayu - -
d. Pinggiran/pantai - -
e. Kapal istirahat pada dermaga Per GT per jam 10
2. |Jasa Labuh
a. Kapal Angkutan Laut - -
b. Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis - -
3. |Jasa Tambat
a. Tambatan Dermaga (besi, beton,
dan kayu) - -
1) Kapal angkutan laut Per GT per call 1.500

2) Kapal Pelayaran rakyat/perintis




b. Tambatanbreasting, dolpin,

pelampung
1) Kapal angkutan wisata Per GT per call 2.000
2) Kapal Pelayaran rakyat/perintis - .
Jasa Pelabuhan
a. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
1) Tanda masuk Per orang per
pelabuhan/terminal sekali masuk 1.500
(penumpang, pengantar, dan '
penjemput)
2) Pas bulanan kendaraan Per unit per
bermotor roda 4 atau lebih bulan 20.000
yang beroperasi di pelabuhan
3) Tanda masuk kendaraan Per unit per
. 2.500
golongan I sekali masuk
4) Tanda masuk kendaraan Per unit per
. 5.000
golongan II sekali masuk
5) Tanda masuk kendaraan Per unit per
. 6.000
golongan III sekali masuk
6) Tanda masuk kendaraan Per unit per
. 15.000
golongan IV sekali masuk
7) Tanda masuk kendaraan Per wunit per
. 35.000
golongan V sekali masuk
8) Tanda masuk kendaraan Per unit per
. 53.000
golongan VI sekali masuk
9) Tanda masuk kendaraan Per unit per
. 60.000
golongan VII sekali masuk
10) Tanda masuk kendaraan Per unit per 90.000
golongan VIII sekali masuk ’
b. Jasa Pemeliharaan Dermaga
1) kendaraan golongan II Per unit per
. 2.500
sekali masuk
2) kendaraan golongan III Per unit per
. 3.000
sekali masuk
3) kendaraan golongan IV Per unit per
. 6.000
sekali masuk
4) kendaraan golongan V Per .un1t per 13.000
sekali masuk
5) kendaraan golongan VI Per .un1t per 16.000
sekali masuk
6) kendaraan golongan VII Per .un1t per 55.000
sekali masuk
7) kendaraan golongan VIII Per unit per 85.000

sekali masuk

Jasa Penumpukan Barang

Per ton per hari

1.500




6 | Jasa Pelayanan Kegiatan
Bongkar/muat barang:
a. Barang
1) Garam, pupuk dan barang
P 3
bulog (beras dan gula) er ton per m 500
B lai P 3
2) Barang lainnya er ton per m 750
b. Hewan
1) Ke.rba}u, Sapi, Kuda dan Per ekor 5 000
sejenisnya.
2) Kambing, babi dan sejenisnya | Per ekor 2.500
3) Unggas. Per ekor 1.000
7 | Jasa Pelayanan Air Bersih Per m3 18.000
8 | Jasa Pelayanan listrik Per Kwh 2.000
9 | Jasa Kenavigasian Per GT per 30
. 250
hari

(1)
(2)

(3)

Pasal 9

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

(1)

(2)

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa karcis.



(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi
wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

(1)
(2)
(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 13

Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan
terpadu dengan menggunakan SKRD.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas
Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi
dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan
tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi persetujuan kepada
Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau
kurang dibayar.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi
untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang
ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
menggunakan SSRD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian
SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang
berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(1)
(2)

(3)
(4)

()

(1)

(2)

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 18

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis
sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib retribusi.

Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 21

(1) Wajib  Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan,
pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya
kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas.

(2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan
pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.

(3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib
Retribusi.

(4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan
keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau
sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.



(1)

(2)

(3)
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BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindakan pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau benda/dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapakan di Bengkayang
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BENGKAYANG,

ttd
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
ttd

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3 / 2019



L.

II.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga
perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah
diberikan kewenangan untuk memunguit retribusi pelayanan
kepelabuhanan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Tarif jasa tanda masuk pelabuhan (pas) untuk
kendaraan ditetapkan berdasarkan penggolongan dan
jenis kendaraan sebagai berikut:
a. GolonganI : Sepeda;
b. Golongan II : Sepeda motor di bawah (< 500 cc)
dan gerobak dorong;



c. Golongan III

d. Golongan IV

e. Golongan V

f. Golongan VI
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: Sepeda motor besar (>500 cc) dan
kendaraan roda 3;

: Kendaraan bermotor berupa mobil
jeep, sedan, minicab, minibus,
mikrolet, pick up, station wagon
dengan panjang sampai dengan S
meter dan sejenisnya;

: Kendaraan bermotor berupa mobil
bus, mobil barang (truk)/tangki
ukuran sedang, dengan panjang
sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;

: Kendaraan bermotor berupa mobil
bus, mobil barang (truk)/tangki
dengan ukuran panjang lebih dari 7
meter sampai dengan 10 meter dan
sejenisnya, dan kereta penarik tanpa
gandengan;

g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil

barang (truk tronton)/tangki, kereta
penarik  berikut gandengan @ serta
kendaraan alat berat dengan panjang
lebih dari 10 meter sampai dengan 12
meter dan sejenisnya.

h. Golongan VIII: Kendaraan bermotor berupa mobil

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

barang (truk tronton)/tangki,
kendaraan alat berat dan kereta
penarik berikut gandengan dengan
panjang lebih dari 12 meter dan
sejenisnya.
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Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 3



